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ABSTRAK 

Bramasta. 88717.  Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap 
Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Padang Dengan Penerapan Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Variabel 
Intervening.  

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak 
         II : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris. (1) Pengaruh 
pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. (2) 
Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah. (3) Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas 
laporan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. 
Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah satuan kerja 
perangkat daerah Sumatera Barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode total 
sampling, sebanyak 45 satuan kerja perangkat daerah di kota Padang. Data 
dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yaitu 
kepala bagian akuntansi dan staf akuntansi SKPD. Teknik analisis data dengan 
menggunakan analisis jalur dengan pengawasan keuangan daerah sebagai variabel 
endogen, kualitas laporan keuangan daerah sebagai variabel eksogen, dan 
penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel intervening. 
Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pengaruh yang signifikan 
positif antara pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan 
daerah dengan nilai thitung > ttabel yaitu 5,522 > 1,9908 dengan nilai signifikansi 
0,000 < 0,05 (H1 diterima) (2) Pengaruh signifikan positif antara penerapan sistem 
akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan 
nilai thitung > ttabel yaitu 3,294 > 1,9908 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 (H2 
diterima), 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi kantor satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD) kota Padang untuk meningkatkan pengawasan dalam 
pengelolaan keuangan daerah agar berjalan dengan baik dan memaksimalkan 
penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah, agar informasi keuangan untuk 
menyusun laporan keuangan bisa disampaikan dengan cepat dan akurat sehingga 
meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu juga disarankan agar, 
dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan juga 
diperhatikan. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya memperbanyak jumlah 
sampel dan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan 
keuangan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

A. LATAR BELAKANG 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah 

yang direvisi menjadi UU nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 

25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang 

direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 menjadi tonggak awal dari 

otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah 

dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber 

daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan prioritas dan potensi daerah 

tersebut. 

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia 

semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal.  Salah satu ketetapan MPR  yaitu Tap MPR Nomor XV/ 

MPR/1998 tentang Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian 

dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara republik Indonesia 

merupakan landasan dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang 

perimbangan keuangan daerah  antara pemerintah pusat dan daerah sebagai 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

Seiring dengan terusnya bergulir pelaksanaan otonomi daerah, maka 

perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung 



2 

 

 

agar reformasi dibidang keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan 

dengan baik. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan di 

bidang akuntansi pemerintahan. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan 

kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang 

dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan 

dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi 

yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan 

dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah. 

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, 

relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Kualitas laporan keuangan dapat 

dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Standar 

Akuntansi Pemerintahan, karateristik kualitatif laporan keuangan adalah 

ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 

sehingga dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan. Pemenuhan tujuan 

laporan keuangan tersebut akan bermanfaat, berkualitas dan dapat memenuhi 

tujuannya jika memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan 

yaitu: dapat dipahami (understandability), relevan (relevance), andal 

(reliability), dan dapat dibandingkan (comparability). 

Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang merupakan 

perwujudan atas pertanggungjawaban keuangan daerah, juga perlu adanya 

pengawasan yang memadai. Dalam melakukan pengawasan terhadap 
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pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa azas umum yang harus 

diperhatikan yang menjadi norma dan prinsip dasar yang menjadi dasar dalam 

pengelolaan keuangan daerah sehingga pengawasan membantu tercapainya 

tujuan yang diharapkan. Maka oleh sebab itu, perlu adanya suatu pengawasan 

dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan 

dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang 

baik (Mardiasmo, 2001).  

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang 

telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan 

menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara 

Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan 

bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan 

untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pengawasan 

telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan 

sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan 

terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. 

Pengawasan pengelolaan keuangan menurut Keputusan Presiden 

Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan 

adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah 

daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses 



4 

 

 

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban 

daerah dalam kerangka penyelengaraan pemerintahan yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD yang 

dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah di kota padang. 

Menurut Bastian (2006) Beberapa prioritas perbaikan dalam dalam 

pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek 

anggaran, akuntansi, dan pemeriksaan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi 

daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk 

mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efektif, efisien, 

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. untuk 

mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran cerdas melalui inovasi 

sistem akuntansi. 

Pada hakekatnya jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum 

memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya 

merupakan sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan keluaran berupa 

informasi akuntansi atau laporan keuangan. Pada dasarnya pemerintah daerah 

telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan 

sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan 

tercapaikan transparansi dan akuntabilitas. Namun menjadi masalah adalah 
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tidak semua aparat pemerintah daerah mengetahui sistem akuntansi keuangan 

daerah. 

Menurut Halim (2006) sistem akuntansi pemerintah daerah 

mempunyai tujuan pengawasan yang memiliki arti bahwa akuntansi 

pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat 

pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Sistem akuntansi 

menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi yang lebih baik 

dibandingkan tata buku, sehingga dari segi pengawasan internal (oleh pihak 

pemerintah daerah sendiri), informasi yang dihasilkan berupa laporan 

keuangan oleh sistem akuntansi lebih akuntabel dan transparan. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tentang Pengelolaan Keuangan 

daerah bahwa Pemerintah akan menjalankan pembinaan dan pengawasan 

pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah. Pembinaan dan 

pengawasan sebagaimana dimaksud salah satunya meliputi pemberian 

pedoman yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, 

penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta pengelolaan 

keuangan daerah, yang mana dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah 

yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan 

dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam. 

Dengan demikian, untuk mewujudkan tercapainya pengelolaan yang 

baik di pemerintahan daerah khususnya dalam menghasilkan laporan 

keuangan daerah yang berkualitas, sangat perlu diterapkannya sistem 

akuntansi keuangan daerah dengan semestinya. Karena dalam sistem 
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akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengelolaan keuangan yang 

menghasilkan informasi-informasi yang diwujudkan dalam laporan keuangan. 

Untuk menerapkan sistem akuntansi agar dapat berjalan dengan baik, perlu 

adanya pengawasan yang harus dilakukan oleh pengawas internal sehingga 

penerapan sistem akuntansi ini berjalan sesuai dengan rencana.   

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang 

telah disusun telah sesuai standar akuntansi pemerintah dan telah telah sesuai 

dengan kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Berdasarkan 

hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 

2008 Kota Padang, BPK RI perwakilan Sumatera Barat memberikan opini 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP), itu berarti peningkatan dari pemberian 

opini atas LKPD tahun 2007 yaitu disclaimer. Sedangkan pada tahun 2009 dan 

2010 opini audit LKPD kota Padang tetap Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP). Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang 

mempengaruhinya antara lain masih lemahnya penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah dalam menyusun LKPD, lemahnya pengawasan sehingga 

ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 

keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan jumlah sumber daya 

manusia terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. 

LKPD yang terus memburuk menggambarkan bahwa hampir belum terdapat  

kemajuan dalam peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara. Salah satu upaya konkritnya adalah penyampaian laporan 
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keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sesuai 

standar akuntansi pemerintahan (http://padang.bpk.go.id/).[10/10/2011] 

Adapun penelitian mengenai pengaruh pengawasan keuangan daerah 

dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas penyajian laporan 

keuangan daerah belum banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. 

Diantaranya penelitian yang dilakukan Firmansyah (2009) melakukan 

penelitian mengenai Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam 

mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah 

Jawa Barat. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan 

daerah berperan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan 

keuangan pemerintah daerah Jawa Barat. Penelitian mengenai sistem 

akuntansi keuangan daerah (SAKD) juga dilakukan oleh Fajar (2010) bahwa 

sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah kabupaten Bandung.   

Adapun penelitian Fikri (2011) mengenai Pengaruh Sistem Informasi 

Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan 

Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang. 

Dari penelitian tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian 

ulang kepada variabel kualitas penyajian laporan keuangan. Adapun beda dari 
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penelitian sebelumnya yaitu dalam hal pengukuran variabel, dan sampel yang 

diambil. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk 

mengetahui sejauhmana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

Pemerintah Kota Padang. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di 

Kota Padang karena adanya masalah terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah Kota Padang, di mana Kota Padang yang merupakan Ibu Kota 

Provinsi menggunakan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan 

Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengawasan keuangan daerah dan sistem akuntansi 

keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan 

pemerintah kota Padang yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Keuangan 

Daerah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Padang Dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah (SAKD) Sebagai Variabel Intervening”. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah; 

a. Sejauhmana kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kota 

Padang? 

b. Sejauhmana pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap Kualitas 

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang? 
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c. Sejauhmana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 

(SAKD) terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Padang? 

d. Sejauhmana pengaruh pengawasan keuangan daerah dan penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas penyajian laporan 

keuangan pemerintah daerah kota Padang ? 

e. Sejauhmana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 

(SAKD) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah 

kota Padang melalui pengawasan keuangan daerah ?  

f. Kendala-kendala apa yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam 

pengawasan keuangan daerah dan menerapkan sistem akuntansi keuangan 

daerah (SAKD)? 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan 

dibahas, yaitu pengaruh pengawasan keuangan daerah dan penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap Kualitas Penyajian Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang. 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;  
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a. Sejauhmana pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap Kualitas 

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang? 

b. Sejauhmana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 

(SAKD) terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Padang? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memberi bukti empiris tentang; 

a. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap Kualitas Penyajian 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang. 

b. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) 

terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kota Padang. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

sehubungan dengan akuntansi di pemerintahan. 

b. Bagi Akademik, sebagai bahan penelitian terutama di bidang sektor 

publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-

teman mahasiswa di lingkungan Akademika. 
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c. Bagi Sektor Publik, dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan di 

sektor publik. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

A. KAJIAN TEORITIS 

1. Kualitas Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. 

Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar 

akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat diban-

dingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibanding-

kan dengan laporan keuangan entitas lain. 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Ten-

tang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan la-

poran terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Per-

aturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuang-

an adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara 

dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006:247) 

mendefenisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan 

dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas. 
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Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

laporan keuangan adalah apabila informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan 

pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga 

laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode 

sebelumnya. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar 

dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang 

lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya 

akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. 

 

b. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 1, tujuan Laporan 

Keuangan adalah: 

1. Tujuan  laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi ke-

uangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi 

kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. 
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3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen 

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah 

untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputu-

san dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. 

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggu-

naan sumber daya ekonomi. 

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggaran. 

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 

6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk 

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. 

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 
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c. Komponen Laporan Keuangan 

Dalam PP No 8 Tahun 2006 laporan keuangan pemerintah 

pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari : 

1. Laporan realisasi anggaran; 

Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang 

diperbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode 

sebelumnya. 

2. Neraca; 

Menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan 

dengan periode sebelumnya. 

3. Laporan arus kas; 

Menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas 

investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, 

dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan 

dengan periode sebelumnya. 

4. Catatan atas laporan keuangan. 

Menyajikan pengungkapan penjelasan yang tidak dimuat pada 3 

laporan di atas, seperti metode penyusutan, metode yang dipakai, 

dan lainnya. 

 

d. Kualitas Laporan Keuangan 

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat 
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dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan 

keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut 

dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun 

demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan 

semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan 

menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak 

diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. 

Menurut Soewardjono (2005), merumuskan kualitas spesifik 

pelaporan keuangan dalam dua kategori yaitu kualitas primer beserta 

unsur-unsurnya dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas kerelevanan 

atau keberpautan atau relevansi (relevance) dan keterandalan atau 

reliabilitas (reliability), dan ketepatan penyimbolan (representasional 

faithfullness). Unsur keberpautan adalah nilai prediktif, nilai balikan, 

dan ketepatwaktuan. Sedangkan unsur keterandalan adalah keterujian 

atau verifiabilitas (verifiabity). Kualitas sekunder adalah 

keterbandingan (comparability), ketaatasasan atau konsistensi 

(consistency) dan kenetralan atau netralitas (neutrality). 

Jonas dan Blanchet (2000), menambahkan bahwa informasi 

keuangan bermamfaat dalam pengambilan keputusan selain relevan 

dan andal sebaiknya juga memiliki kejelasan (clarity) dalam arti dapat 

dimengerti atau dipahami yaitu apakah informasi keuangan jelas, 
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padat, ringkas, dan memadai. Demikian juga dengan informasi yang 

memiliki nilai prediksi tergantung kepada bagaimana informasi 

tersebut dapat menyajikan pendapatan yang tidak normal atau tidak 

biasa dengan diharapkan secara tepat dapat ditaksir pada periode 

berikutnya. Penyajian iniformasi keuangan seperti itu disebut sebagai 

earning persistence. Selain itu nilai prediktif informasi keuangan juga 

tergantung bagaimana informasi tersebut dapat digolongkan sesuai 

bisnis perusahaan, sehingga investor dapat mengetahui prospek 

perusahaan bersangkutan. Selanjutnya informasi keuangan tersebut 

tergantung pada kelengkapannya. 

Dalam PP Nomor 24 tahun 2005, kualitas laporan keuangan 

tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan 

tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 

sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut 

hampir sama dengan karakteristik laporan keuangan yang tercantum 

dalam PSAK tahun 2004. Berikut merupakan prasyarat normatif yang 

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 

kualitas yang dikehendaki menurut PP Nomor 24 tahun 2005:  

1. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi 

yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan peng-

guna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu 
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atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan 

atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demi-

kian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan 

maksud penggunaannya. 

 Informasi yang relevan: 

a. Memiliki manfaat umpan balik (Feedback Value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau 

mengoreksi ekspektasi di masa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (Predictive Value)  

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa 

yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian 

masa kini. 

c. Tepat Waktu 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh 

dan berguna dalam pengambilan keputusan. Hendriksen (2000) 

menyatakan ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan 

keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, 

untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin 

mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi 

keputusan. Ketepatan waktu informasi akuntansi menurut 

Hendriksen (1992) mengenai karakteristik kualitatif informasi 

akuntansi, dikatakan informasi akuntansi harus tersedia bagi 
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pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk 

mempengaruhi keputusan. 

d. Lengkap 

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 

mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang da-

pat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang 

melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat 

dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar ke-

keliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah. 

2. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian 

yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap 

fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 

Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 

a. Penyajian Jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peris-

tiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 

dapat diharapkan untuk disajikan. 

b. Dapat Diverifikasi (Veriability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, 

dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak 

yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak 

berbeda jauh. 
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c. Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak 

pada kebutuhan pihak tertentu. 

3. Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih 

berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada 

umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan 

eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu 

entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke 

tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas 

yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. 

Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi 

yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang 

diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadi-

nya perubahan. 

Menurut Bastian (2006) pemakai harus dapat 

membandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk 

mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan 

keuangan antar organisasi untuk mengevaluasi posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relative. Oleh 

karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari 
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transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara 

konsisten bagi organisasi publik tersebut, antarperiode organisasi 

yang sama, dan bagi organisasi yang berbeda. 

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif yang dapat 

dibandingkan adalah pemakai harus mendapatkan informasi 

tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan sektor publik, perubahan kebijakan, serta 

pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai dapat mengidentifikasi 

perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi 

serta peristiwa lain yang sama dari satu period ke periode lainnya 

dalam organisasi yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi 

keuangan sektor publik, termasuk pengungkapan kebijakan 

akuntansi yang digunakan oleh organisasi, akan membantu 

pencapaian daya saing. 

Apabila pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka 

organisasi perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam 

laporan keuangan.   

4. Dapat Dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat di-

pahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah 

yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk 

mempelajari informasi yang dimaksud. 
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Menurut Bastian  (2006) karakteristik utama kualitas 

informasi yang ditampung dalam laporan keuangan sektor publik 

adalah kemudahannya untuk dipahami pemakai. Untuk maksud ini, 

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi, serta mempunyai 

kemauan untuk belajar tentang informasi yang disampaikan. 

Namun demikian, informasi yang seharusnya diungkapkan dalam 

laporan keuangan sektor publik, tidak boleh disembunyikan dengan 

alasan apapun, kecuali berlawanan dengan hukum. 

Dengan demikian, Kualitas laporan keuangan dapat 

dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan 

dapat dibandingkan dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam 

pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan 

keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode 

sebelumnya. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan 

agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi 

yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gili-

rannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah kabupaten atau kota, 

pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah 
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daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang 

baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara 

transparan, ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi, untuk 

membangun sistem pengelolaan keuangan daerah  perlu penerapan 

suatu sistem akuntansi yang baik. Menurut Permendagri Nomor 13 

Tahun 2006 pasal 232 menyebutkan bahwa untuk membangun 

sistem pertanggungjawaban, secara khusus telah diatur mengenai 

pembangunan sistem akuntansi keuangan daerah melalui penetapan 

tatausaha keuangan, pembangunan sistem dan prosedur akuntansi, 

penentuan catatan dan laporan yang dihasilkan, serta penetapan 

kebijakan akuntansi yang diperlukan dalam menyusun dan 

menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan daerah yang 

dihasilkan pemerintah merupakan “media” perwujudan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. 

Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan juga perlu 

pengawasan yang memadai. Pengawasan diperlukan untuk 

mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan 

secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut 

Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara 

Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) 

menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses 

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah 

berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Apabila pengawasan telah dilakukan 

dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai 

rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang 

akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang 

berkualitas. 

Dari paparan diatas dapat kita menilai bagaimana seharusnya 

laporan keuangan yang mempunyai kualitas yang baik, apakah telah 

memenuhi karakteristik kualitatif atau belum. Kualitas laporan 

keuangan yang baik dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan itu 

sendiri. 

 

2. Pengawasan keuangan daerah 

a. Pengertian 

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang 

Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah 

semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, 

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat 

dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut. Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan 

Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah 

yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. 

Dalam pasal 1 PP. No. 105 tahun 2000 pengertian keuangan 

negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka 
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penyelengaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.  

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 

2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah 

daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 

pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo 

(2001) Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada 

tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh dimulai pada 

saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan 

APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggung- jawaban APBD. 

b. Tujuan Pengawasan keuangan daerah 

Dalam rangka pelaksanaan wewenang pemerintah daerah 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 timbul kewajiban 

pemerintah yang perlu mengelola keuangan daerah dengan baik, 

khususnya anggaran daerah dan realisasinya yang akan disajikan 

dalam APBD dan juga laporan realisasi anggaran pada laporan 

keuangan pemerintah daerah. Maka, oleh sebab itu perlu perlu adanya 
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suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut 

(Mardiasmo, 2001). 

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan 

yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan 

ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 

2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah 

Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah 

daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 

pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

c. Pengawasan keuangan daerah 

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan 

tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan 

pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 

2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat 

proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, 

dan pertanggungjawaban APBD. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu tahun 

anggaran mencakup: 

1) Pendapatan daerah yaitu semua penerimaan negara yang berasal 

dari penerimaan perpajakan, penerimaan daerah bukan pajak serta 

penerimaan hibah selama tahun anggaran yang bersangkutan. 
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2) Belanja daerah yaitu semua pengeluaran daerah untuk membiayai 

belanja pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama 

tahun anggaran bersangkutan. 

3) Defisit belanja daerah yaitu selisih kurang antara pendapatan 

dengan belanja daerah. 

4) Pembiayaan defisit yaitu semua jenis pembiayaan yang digunakan 

untuk menutup defisit belanja daerah yang bersumber dari 

pembiayaan dalam dan luar pemerintah darah lainnya maupun 

pemerintah pusat. 

5) Surplus pendapatan daerah yaitu selisih lebih antara pendapatan 

dengan belanja daerah. 

Berdasarkan PP No.41 tahun 2007 tentang perangkat daerah 

menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas 

penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. 

Salah satu urusan pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah.  

Menurut PP No.60 tahun 2008 bahwa inspektorat daerah 

sebagai unsur pengawas dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki 

tanggung jawab. oleh sebab itu, perlu dilakukan: 

1. Pengawasan intern atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur dalam 

organisasi. 

a) Prosedur yang menggambarkan langkah-langkah nyata untuk 

memenuhi kebijakan 
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b) Kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan 

keuangan daerah.  

2. Pengawasan intern atas kekayaan daerah 

a) SPI pengelolaan keuangan daerah 

b) Transaksi penerimaan penyetoran,pembukuan penerimaan 

pendapatan daerah. 

c) Laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD 

Sehingga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh 

inspektorat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya 

pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntansi dapat 

dijalankan semestinya dan sistem akuntansi akan dapat diterapkan 

dengan baik.   

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan 

daerah, terdapat beberapa asas umum yang harus diperhatikan yang 

menjadi norma dan prinsip dasar yang menjadi dasar dalam 

pengelolaan keuangan daerah sehingga pengawasan membantu 

tercapainya tujuan yang diharapkan. 

Asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang mengikat 

pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah. Keuangan 

daerah harus dikelola dengan berdasarkan pada prinsip tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan dan bertanggungjawab. 
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Ahmad (2002), ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah 

yang harus menjadi perhatian untuk pengawasan dalam 

pelaksanaannya : 

1) Asas umum pengelolaan keuangan daerah, 

2) Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah, 

3) Struktur APBD, 

4) Penyusunan RKPD, KUA, dan RKA-SKPD, 

5) Penyusunan dan penetapan APBD, 

6) Pelaksanaan dan perubahan APBD, 

7) Penatausahaan keuangan daerah, 

8) Pertanggungjawaban pengelolaan APBD, 

9) Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, 

10) Pengelolaan kas umum negara, 

11) Pengelolaan piutang daerah, 

12) Pengelolaan investasi daerah, 

13) Pengelolaan barang milik negara, 

14) Pengelolaan dana cadangan, 

15) Pengelolaan utang daerah, 

16) Pembinaan Pengelolaan keuangan daerah, 

17) Penyelesaian kerugian daerah, 

18) Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, 

19) Pengaturan Pengelolaan keuangan daerah. 
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Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, 

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja 

daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang 

tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja 

daerah didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, 

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dalam rangka penerimaan pendapatan daerah, semua 

penerimaan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Rekening 

kas umum daerah dalam hal ini adalah tempat penyimpanan uang dan 

surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Setiap penerimaan 

harus disertai dengan bukti atas setoran yang lengkap, dan SKPD 

dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam 

peraturan daerah. 

Dari sisi pengeluaran, setiap pengeluaran harus didukung juga 

dengan bukti yang lengkap, jelas, dan sah, agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam pelaporannya dalam laporan keuangan daerah. 

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan tentang APBD ditetapkan dan 

ditempatkan dalam lembaran daerah. Pelaksanaan pengeluaran atas 

beban APBD dilakukan berdasarkan Surat perintah Membayar (SPM) 

yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. 

 



31 

 

 

 

3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

a. Pengertian 

 Akuntansi merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan 

informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor 

publik pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada 

sektor ekonomi, sosial dan politik. Dalam pengelolaan keuangan 

Negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem 

akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin 

besar dan beragam. 

  Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 232, bahwa 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah: 

”Sistem akuntansi yang meliputi proses 
pencatatan, penggolongan, penafsiran, 
peringkasan transaksi atau kejadian keuangan 
serta pelaporan keuangannya dalam rangka 
pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, 
dan yang dilakukan dengan cara manual maupun 
menggunakan aplikasi”. 

 
  Dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat 

serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai 

dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan untuk 

menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan 

digunakan pihak intern dan pihak ekstern Pemerintah Daerah untuk 

mengambil keputusan ekonomi. Prosedur yang dimaksud adalah 

proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan 

transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi. 



32 

 

 

 

 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 

menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, meliputi: 

1.  Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan 

menggunakan sistem pencatatan double entry. Dengan 

menggunakan cash basis selama tahun anggaran dan melakukan 

penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan accrual basis 

untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.  

2.  Penggolongan dan Pengikhtisaran, Adanya penjurnalan dan 

melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 

3.  Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat 

laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan 

realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan 

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh 

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode 

pelaporan. 

 Menurut Departemen Keuangan (2002:13) Kerangka umum 

sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut  

1. Satuan Kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti 

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran 
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(STS) dari transaksi keuangannya kepada Unit Keuangan 

Pemerintah Daerah.  

2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakuan pembukuan 

bulanan (DS) tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi 

(komputer yang telah disiapkan untuk keperluan akuntansi) 

termasuk perangkat lunak (software) akuntansi.  

3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan jurnal yang sekaligus 

diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu secara otomatis 

untuk setiap satuan kerja.  

4. Bila dokumen di atas telah di verifikasi dan benar maka dilanjutkan 

dengan proses komputer untuk pembuatan Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ).  

5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai 

pertanggungjawaban satuan Kerja atas pelaksanaan anggaran, satu 

copy dikirim kepada Satuan Kerja yang bersangkutan untuk 

kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen. Satu copy untuk 

arsip unit perhitungan.  

6. LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar 

dapat mengetahui keseluruhan realisasi APBD pada suatu periode. 

 Dasar atau basis akuntansi merupakan salah satu akuntansi 

asumsi dasar dalam akuntansi yang penting. Hal ini disebabkan bahwa 

asumsi ini menentukan kapan pencatatan suatu transaksi dilakukan, 
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yang tidak dikenal dalam tata buku keuangan daerah selama era pra 

reformasi keuangan daerah. 

  Oleh karena akuntansi keuangan daerah merupakan salah 

satu jenis akuntansi, maka didalam akuntansi keuangan daerah juga 

terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan 

pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di Pemerintah 

Daerah. 

b. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penyusunan 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

 Menurut Bastian (2006) Penyusunan sistem akuntansi untuk 

suatu organisasi perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting 

berikut : 

1. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, 

yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi 

yang diperlukan secara tepat waktu dan dapat memenuhi 

kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan. 

2. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. 

Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu 

menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk dapat menjaga 

keamanan harta milik organisasi, sistem akuntansi harus disusun 

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal. 

3. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip 

perekonomian. Hal ini berarti bahwa biaya untuk 
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menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga 

relatif tidak mahal. Dengan kata lain, penyelenggarakan sistem 

akuntansi perlu mempertimbangkan biaya versus manfaat (cost 

versus benefit) dalam menghasilkan suatu informasi. 

c. Tahapan Pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah 

 Pengembangan sistem akuntansi pemerintah membutuhkan 

waktu yang relatif lama. Terlebih lagi pengembangan sistem ini 

dimulai bersamaan dengan reformasi dalam pengelolaan keuangan 

daerah, baik dari sisi perencanaan dan penganggaran, 

perbendaharaan dan akuntansi, termasuk manajemen kas daerah. 

Oleh karena itu pengembangan sistem ini sangat erat kaitannya 

dengan perubahan faktor-faktor tersebut. Semua hal tersebut dapat 

dijalankan secara simultan. 

      Dalam BAKUN Departemen Keuangan (2002:15), 

tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem akuntansi 

pemerintah meliputi : 

1. Perencanaan meliputi berbagai kegiatan untuk mengidentifikasi 

permasalahan serta tujuan pengembangan akuntansi.  

2. Pemilihan sistem, meliputi kegiatan studi kelayakan dari 

berbagai aspek atas berbagai sistem yang dapat digunakan 

untuk dipilih sistem yang tepat bagi pemerintah daerah yang 

bersangkutan.  
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3. Pengembangan sistem, meliputi kegiatan pengembangan sistem 

dan prosedur akuntansi (berikut software), pengadaan hardware 

dan prasarana penunjang lainnya, penyiapan kelembagaan yang 

bertanggungjawab atas sistem akuntansi,penyiapan modul 

pelatihan, dan penyiapan SDM yang kompeten di bidang 

akuntansi.  

4. Implementasi sistem, yaitu mengimplementasikan sistem yang 

telah dikembangkan. Dalam tahap implementasi ini hendaknya 

digunakan sistem paralel. Sistem keuangan daerah yang 

sekarang tetap berjalan sementara sistem akuntansi keuangan 

yang baru mulai dijalankan.Pemeliharaan sistem, dimaksudkan 

untuk memperbaiki kesalahan atau kelemahan yang ada serta 

untuk memutakhirkan agar sistem dapat selalu memenuhi 

kebutuhan. Pemeliharaan sistem ini harus dilaksanakan secara 

terus-menerus mengingat perubahan peraturan perundang-

undangan, operasi dan transaksi keuangan pemerintah 

sedemikian sering terjadi. 

d. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  

 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah 

daerah yang direvisi menjadi UU nomor 32 Tahun 2004 dan 

Undang-undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah yang direvisi menjadi UU Nomor 33 

Tahun 2004 menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. Otonomi 
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daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam 

pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan 

sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan prioritas dan 

potensi daerah tersebut. 

 Bastian (2006), Dengan pemberian otonomi daerah 

kabupaten atau kota, pengelolan keuangan sepenuhnya berada 

ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan 

keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana 

desentralisasi secra transparan, ekonomis, efektif, dan akuntabel. 

Beberapa prioritas perbaikan dalam pengelolaan keuangan daderah 

penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi, dan 

pemeriksaan. Sejalan dengan  pelaksanaan otonomi daerah, sistem 

pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk 

mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, 

efisien, dan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan 

pemikiran cerdas melalui inovasi sistem akuntansi. 

 Penyusunan suatu sistem haruslah didasarkan pada tujuan 

atau sasaranyang ingin dicapai. Sistem akuntansi disusun dengan 

tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan berupa neraca, 

laporan arus kas, laporan kinerja keuangan atau laporan 

surplus/defisit, dan laporan perhitungan anggaran. Sistem 

akuntansi sektor publik memiliki karakteristik atau model yang 
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tentu saja berbeda dibandingkan dengan sistem akuntansi lainnya. 

Dengan demikian, proses pemahaman dan penerapan sistem ini 

haruslah dilakukan dengan pendekatan yang juga berbeda. 

 Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadi suatu kendala 

atau masalah karena pihak yang ingin menerapkan sistem 

akuntansi ini dapat mengevaluasi dan membandingkan fungsi-

fungsi sistem akuntansi yang ada. Selama memiliki tugas dan 

fungsi yang sama, meskipun berbeda nama/istilah, sistem ini dapat 

dipakai atau diterapakan. Oleh karena itu, sistem ini disebut 

sebagai model sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan 

keuangan daerah.  

 Dalam menerapkan Sistem akuntansi keuangan daerah 

(SAKD) dalam pelaksanaan akuntansi dalam pengelolaan 

keuangan daerah, perlu adanya pengawasan, pengendalian dan 

evaluasi. Sistem akuntansi ini akan berjalan dengan baik apabila 

ada pengawasan yang memadai sehingga sistem akuntansi ini 

berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Peraturan Pemerintah No. 

58 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah bahwa Pemerintah akan 

menjalankan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan 

daerah kepada pemerintah daerah. Pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud salah satunya meliputi pemberian pedoman 

yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, 

penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta 
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pengelolaan keuangan daerah, yang mana dalam pengelolaan 

keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan 

suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi 

yang semakin besar dan beragam. 

 Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sistem akuntansi 

ditetapkan dengan dengan keputusan kepala daerah. Dalam 

menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah sebagaimana 

dimaksud digunakan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan 

akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan daerah. 

Perlakuan akuntansi yang dimaksud terdiri dari definisi pengakuan, 

pengukuran, penilaian, dan pengungkapan pendapatan, belanja, 

pembiayaan, aktiva, utang, serta ekuitas dana.     

  Pada hakikatnya, orang belum dapat dikatakan memahami 

penyusunan laporan keuangan jika belum memahami sistem 

akuntansi. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena 

akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi 

yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi, seperti 

laporan keuangan. Sistem akuntansi memberikan pengetahuan 

tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam 

dokumen. Sistem akuntansi merupakan sistem pembagian 

kekuasaan dalam organisasi pemda melalui pemrosesan data 

keuangan, mulai dari catatan akuntansi sampai dengan penyajian 

informasi dalam laporan keuangan. Selain itu, pengetahuan 
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mengenai perancangan informasi akuntansi dibutuhkan oleh 

manajemen dan pemakai lainnya. Perancangan sistem pengolahan 

informasi diintegritaskan untuk mengelola informasi akuntansi. 

Selain itu, perancangan berbagai unsur pengendalian internal 

dilekatkan dalam sistem pengolahan informasi tersebut. 

Pada dasarnya pemerintah daerah telah berupaya untuk 

menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem 

akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan 

tercapaikan transparansi dan akuntabilitas. Namun menjadi 

masalah adalah tidak semua aparat pemerintah daerah mengetahui 

sistem akuntansi keuangan daerah.     

 

B. PENELITIAN RELEVAN 

Dalam penelitian relevan ini penulis belum banyak memasukkan hasil 

yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara sistem 

informasi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dikarenakan masih adanya 

keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun diantaranya dapat digunakan 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2011) menguji tentang Pengaruh 

Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota 

Padang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Informasi Keuangan 

Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif 
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Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota 

Padang. 

Firmansyah (2009) melakukan penelitian mengenai Peran Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah Dalam mewujudkan Transparansi Dan 

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berperan dalam 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah 

daerah Jawa Barat. 

Fajar (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem 

akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan 

daerah kabupaten Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Bandung.  

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan masih lemahnya 

kualitas laporan keuangan dari pemerintah, karena masih lemahnya 

pengawasan keuangan daerah dalam pemerintahan dan penerapan sistem 

akuntansi  keuangan daerah (SAKD) belum baik dalam penyusunan laporan 

keuangan. 

 

C. KERANGKA KONSEPTUAL 

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan 

mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan 

batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori 
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yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan 

kualitas laporan keuangan, Pengawasan keuangan daerah harus memadai di 

pemerintahan Kota Padang dan sistem akuntansi keuangan daerah haruslah 

baik. 

Seiring dengan terusnya bergulir pelaksanaan otonomi daerah, maka 

perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung 

agar reformasi dibidang keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan 

dengan baik. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan di 

bidang akuntansi pemerintahan. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan 

kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang 

dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan 

dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi 

yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan 

dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah. 

Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai 

laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertang-

gungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan. Suatu laporan keuangan itu 

berkualitas dan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, 

andal, dan dapat diperbandingkan. 

Pengawasan keuangan daerah adalah pengawasan yang 

diselenggarakan oleh inspektorat daerah secara menyeluruh di lingkungan 
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pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah 

pemerintah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. 

Pengawasan keuangan daerah Pemerintah terkait dengan laporan keuangan 

merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang 

memadai atas keandalan laporan keuangan. 

Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, juga perlu sistem 

akuntansi keuangan daerah yang baik. Karena sistem akuntansi keuangan 

daerah juga menentukan kualitas laporan keuangan. Maka oleh sebab itu, perlu 

adanya suatu sistem akuntansi dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut 

agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas 

laporan keuangan yang baik. Dalam menerapkan Sistem akuntansi keuangan 

daerah (SAKD) dalam pelaksanaan akuntansi dalam pengelolaan APBD, perlu 

adanya pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Sistem akuntansi ini akan 

berjalan dengan baik apabila ada pengawasan yang memadai sehingga sistem 

akuntansi ini berjalan sesuai dengan rencana. Maka oleh sebab itu, perlu 

adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar 

semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang baik. 

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah terdapat serangkaian 

prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema 

yang menyeluruh yang ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk 

laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak ekstern 

Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Prosedur yang 



44 

 

 

 

dimaksud adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan 

pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka 

konseptual penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

  

   

  

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

 

D. HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori dapat dilakukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 :  Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap 

Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang. 

 H2 :  Penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan 

positif terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah 

daerah Kota Padang. 

Pengawasan 
Keuangan daerah 

Penerapan Sistem 
Akuntansi Keuangan 

Daerah (SAKD) 

Kualitas Penyajian 
Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota 
Padang 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh 

pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah kota Padang dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah kota Padang. Di mana 

semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula 

kualitas laporan keuangan. 

2. Penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan 

positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Padang. 

Di mana semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah  maka 

semakin baik pula kualitas laporan keuangan. 

 

B. Keterbatasan 

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan 

penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel 

penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 49,5%  
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sedangkan sisanya 50,5% ditentukan oleh faktor faktor lain yang tidak 

dimasukan dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang 

digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas 

laporan keuangan.  

2. Dari hasil penelitian ini berdasarkan data distribusi frekuensi skor, di mana 

tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel kualitas laporan 

keuangan, indikator relevan dengan TCR kategori cukup. Menunjukkan 

bahwa informasi yang termuat di dalamnya seharusnya dapat 

mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa 

depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 

lalu dengan lebih baik. 

3. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa 

dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam 

mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan 

tertulis. 

4. Indikator variabel pengawasan keuangan daerah masih belum relevan. 

Sebaiknya ditukar dan dicari indikatornya melalui sumber yang lebih 

relevan.    

 

C. Saran 

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

menyarankan bahwa: 
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1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pengawasan keuangan daerah dan 

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pemerintahan telah 

baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya 

dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada kualitas 

laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya 

melakukan pengkajian ulang mengenai penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah dalam pembuatan 

laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat 

terus ditingkatkan. 

2. Penelitian ini masih terbatas pada pengawasan keuangan daerah dan sistem 

akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel 

penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat 

terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. 

3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian 

yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan 

berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei 

lapangan, dll. 
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